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ABSTRACT 

Financing is one of the important activities in the banking world because it is the main 
source of income and is one of the supporting businesses of the bank. Murabahah is a sale and 
purchase contract in sharia economy where the selling price of the goods is in the form of the cost of 
goods plus profits and has been agreed upon by both parties. Wakalah is giving or delegating the 
power of a job to another person as long as it does not violate the syara' law. Hyrid contract is two 
contracts that are united in one transaction (multi contract). One of the hybrid contracts in Islamic 
banks is the murabahah bil wakalah contract. Murabahah bil wakalah contract is a combination of 
two contracts in which the wakalah contract is used before the murabahah sale and purchase 
contract. The purpose of this study was to analyze how the implementation of the hybrid contract 
agreement on murabahah bil wakalah at Bank BJB Syariah Bogor Branch. This research uses 
descriptive qualitative method. The data used comes from primary data in the form of 
documentation and the results of interviews with staff account officers of Bank BJB Syariah Bogor 
Branch. The results of this study indicate that in its implementation Bank BJB Syariah Bogor 
Branch has complied with the DSN-MUI fatwa No.4/DSN-MUI/IV/2000 regarding murabahah. The 
advantages of murabahah bil wakalah are that it makes it easier for banks to process financing, is 
more flexible in modern financing needs and is less risky. While the weakness of the murabahah bil 
wakalah contract is that there is often misuse of funds by customers, such as the purchase of goods 
that are not in accordance with the RAB that has been agreed upon by the bank and the customer. 
With this result, Bank BJB Syariah Bogor Branch must continue to be consistent in managing sharia 
banking products so that the sharia economy can continue to grow and develop. 
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ABSTRAK 

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas penting dalam dunia perbankan karena 
sumber pendapatan utama dan menjadi salah satu penunjang usaha bank. Murabahah 
merupakan akad jual beli dalam ekonomi syariah yang mana harga jual barang tersebut berupa 
harga pokok barang ditambah keuntungan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Wakalah 
adalah memberikan atau melimpahkan kuasa suatu pekerjaan kepada orang lain selama tidak 
melanggar hukum syara’. Hyrid contract merupakan dua akad yang disatukan dalam satu 
transaksi (multi akad). Salah satu akad Hybrid contract pada bank syariah adalah akad 
murabahah bil wakalah. Akad murabahah bil wakalah  adalah penggabungan dua akad yang 
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mana akad wakalah terlebih dahulu digunakan sebelum akad jual beli murabahah. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi akad hybrid contract pada 
murabahah bil wakalah di Bank BJB Syariah Cabang Bogor. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif deskriptif. Data yang digunakan berasal dari data primer berupa dokumentasi dan hasil 
wawancara dengan staff account officer Bank BJB Syariah Cabang Bogor. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa dalam implementasinya Bank BJB Syariah Cabang Bogor telah sesuai 
dengan fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Kelebihan dari murabahah 
bil wakalah yaitu lebih memudahkan bank dalam proses pembiayaan, lebih fleksibel dalam 
kebutuhan pembiayaan modern dan lebih minim resiko. Sedangkan kelemahan akad murabahah 
bil wakalah adalah sering terjadi penyalahgunaan dana oleh nasabah seperti pembeliaan barang 
yang tidak sesuai dengan RAB yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Dengan hasil ini 
Bank BJB Syariah Cabang Bogor harus terus konsisten dalam pengelolaan produk-produk 
perbankan syariah agar ekonomi syariah dapat terus tumbuh dan berkembang. 

Kata Kunci : Implementasi, Hybrid contract, dan Murabahah bil wakalah  

 

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia diawali dengan inspirasi 

masyarakat Indonesia yang dimana terdapat banyak muslim yang memiliki sebuah 

alternative sistem perbankan islami (Jaelani,2015). Bank syariah atau yang kata lain 

dari bank islam merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada 

bunga, bank yang menjalankan suatu kegiatan usahanya dengan bentuk prinsip syariah.  

Menurut peraturan bank indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 mei 2003, 

pembiayaan adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valutan 

asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penetapan, 

pentertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada 

rekening administrative serta sertifikat wadiah bank Indonesia. Di era transaksi 

keuangan modern yang semakin kompleks, kompleksitas ini semakin nyata, karena 

diperlukan suatu rancangan akad yang bentuknya tidak hanya tunggal tetapi juga 

gabungan dari beberapa akad, yang kemudian disebut hybrid contract atau akad ganda. 

Akad hybrid contract pada bank syariah memang sudah sangat familiar, salah satunya 

adalah pembiayaan murabahah bil wakalah. Wakalah sendiri memiliki makna 

pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh 

diwakilkan (DSN-MUI, 2000). Dimana aplikasinya dalam perbankan yaitu: pembiayaan 

invenstasi/barang modal, pembiayaaan konsumtif dan pembiayaan modal kerja (Satrio 

dan Wildan, 2016). Dalam perbankan syariah terdapat salah satu akad yang diterapkan 

yaitu akad  murabahah.  
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Akad murabahah telah diatur dalam fatwa DSN MUI No.III/ DSN/ MUI/ IX/ 2017 

tentang akad jual beli murabaha. Murabahah merupakan akad jual beli suatu barang 

dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan 

harga yang lebih sebagai laba (DSN-MUI, 2017). Namun pada praktiknya, murabahah di 

lembaga keuangan syariah, terindikasi mengalami deviasi dari ketentuan-ketentuan 

syariah, setidaknya dalam dua hal. Pertama, adanya regulasi yang membatasi LKS untuk 

tidak terjun langsung dalam sektor ril sehingga tidak mungkin melaksanakan akad 

murabahah secara murni, yaitu jual beli secara langsung. Kedua, dalam hal pengikatan 

akad jual beli yang umumnya dilakukan mendahului kepemilikan barang oleh lembaga 

keuangan syariah. Hal ini jelas telah menyalahi, baik prinsip fiqh muamalah itu sendiri 

maupun hukum universal, bahwa hak menjual merupakan hak turunan dari 

kepemilikan. Ketiga, dalam pembiayaan murabahah terdapat praktik pencairan dana 

pembiayaan ke rekening nasabah yang selanjutnya nasabah diminta untuk melakukan 

pembayaran kepada supplier. 

Para pakar teori perbankan Islam mengemukakan bahwa perbankan Islam lebih 

berdasarkan bagi hasil atau pembagian untung rugi, tidak berdasarkan bunga. Namun 

demikian, bank-bank Islam dalam prakteknya sejak awal meyakini bahwa perbankan 

yang berdasarkan PLS (Profit dan Loss Sharing) sulit untuk dilaksanakan karena 

sifatnya sangat riskan dan tidak pasti. Bank-bank Islam pada umumnya menggunakan 

murabahah sebagai metode utama pembiayaan, yang merupakan hampir 75% dari 

asetnya. Lembaga keuangan syariah khusunya perbankan syariah akan dapat 

berkembang dengan baik apabila berorientasi pada demand masyarakat. Dengan 

bermodalkan UU dan nilai-nilai moral. Perbankan syariah harus mampu membuktikan 

bahwa keberadaannya mampu melayani kebutuhan masyarakat. 

Di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, kompleksitas ini 

semakin nyata, karena diperlukan suatu rancangan akad yang bentuknya tidak hanya 

tunggal tetapi juga gabungan dari beberapa akad, yang kemudian disebut hybrid 

contract atau akad ganda.  Akad hybrid contract pada bank syariah memang sudah 

sangat familiar, hal ini dikarenakan banyak produk keuangan mikro bank syariah 

menggunakan dua akad atau lebih dalam bertransaksi, salah satunya adalah 

pembiayaan murabahah bil wakalah. Wakalah sendiri memiliki makna pelimpahan 

kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan 

(DSN-MUI, 2000). Dasar hukum akad wakalah telah di atur dalam fatwa DSN MUI No. 

10/DSNMUI/IV2000. 

Menurut teori pengimplementasikan murabahah bil wakalah pada bank syariah 

yaitu barang secara prinsip harus menjadi milik bank terlebih dahulu sehingga akad 

pertama yang harus digunakan adalah akad wakalah, setelah akad wakalah berakhir 
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baru kemudian menggunakan akad murabahah. Dari beberapa produk pembiayaan, 

murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling sering digunakan, karena akad 

murabahah dianggap mudah secara operasional dan kepastian keuntungan yang 

didapat dari transaksi tersebut. Terdapat beberapa perbankan yang mengaplikasikan 

sistem hybrid contract murabahah bil wakalah salah satunya adalah Bank BJB Syariah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi 

pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah di Bank BJB Syariah Cabang Bogor 

dan menganalisanya apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI N0. 

4/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah. Serta kelebihan dan kekurangan 

hybrid contract akad murabahah bil wakalah dalam pelaksanaannya di Bank BJB Syariah 

Cabang Bogor.  

 

TINJAUAN LITERATUR 

Hybrid Contract 

 

Dalam jurnal Yunus (2019) Hybrid  contract  dalam bahasa Indonesia yang 

berarti multi akad. Sedangkan kata multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih 

dari satu, lebih dari dua atau berlipat ganda. hyrid contract adalah dua akad yang 

disatukan dalam satu transaksi (multi akad). Perkembangan ekonomi saat ini menuntut 

lembaga keuangan khususnya syariah untuk menerapkan akad hybrid contract karena 

akad ini dinilai lebih praktis dan efisien dimana nasabah dapat menggunakan dua akad 

dalam satu  transaksi. 

Murabahah 

 Secara bahasa murabahah berasal dari kata ribhun (keuntungan). Sedangkan 

secara istilah adalah suatu akad transaksi jual beli dimana bank akan menyebutkan 

harga jual dan jangka waktu pembayaran angsuran yang telah disepakati sehingga 

dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. 

Menurut Lukman (2017) Murabahah adalah akad jual beli yang disepakati antara Bank 

Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian 

barang yang dibutuhkan nasabah, yang nantinya akan dibayar kembali barang tersebut 

sebesar harga jual bank ( harga pokok + margin keuntungan ) pada waktu kesepakatan 

yang telah ditentukan. 
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Wakalah  

Wakalah secara bahasa berasal dari kata wazan wakala – yakilu – waklan  yang 

berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan secara istilah wakalah adalah 

pekerjaan yang diwakilkan,  Al- wakalah juga berarti penyerahan (al – Tafwidh) dan 

pemeliharaan (al- Hifdh) suatu barang kepada orang yang dipercaya untuk diserahkan 

kepada pihak yang telah ditentukan. Menurut Antonio ( dalam skripsi milik Satriana, 

2020) wakalah dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan, atau penerapan keahlian 

atau perbaikan atas nama orang lain, menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas 

suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain. 

Murabahah bil Wakalah 

Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem perwakilan (wakalah). 

Dimana jual beli dengan sistem ini pihak lembaga keuangan mewakilkan 

pembeliannnya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad wakalah 

setelah akad wakalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah 

ke lembaga keuangan syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad murabahah 

(Permana, 2017). Akad murabahah bil wakalah juga merupakan akad jual beli dimana 

lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian 

setelah produk tesrsebut di dapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya 

kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut di miliki pihak 

lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin 

yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakti oleh pihak 

lembaga keuangan  syariah dan nasabah (Nurhikma, 2019).  Bentuk akad ini dilarang 

dalam syariah. Contohnya menggabungkan akad jual beli dan pinjaman ( bai wal salaf) . 

Contoh lain, mengabungkan qardh wal ijarah dalam satu akad. kedua contoh tersebut 

dilarang oleh nash (dalil) syariah, qardh dengan janji hadiah (hibah), akad salaf dengan 

jual beli (Ariyanti 2016). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif 

deskriptif adalah metode pengolahan data dengan cara menganalisa faktor-faktor yang 

berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam 

terhadap objek penelitian (Prabowo & Heriyanto, 2013). Penelitian ini dinilai cocok 

dengan metode kualitatif deskriptif karena digunakan untuk mengamati Analisis 

Implementasi akad Hybrid Contract pada Murabahah Bil Wakalah di bank BJB Syariah.  
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Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu 

data yang belum tersedia dan untuk memperoleh data tersebut peneliti harus 

menggunakan beberapa instrument penelitian dan istrument yang digunakan dalam 

penelitian ini dari data primer yaitu wawancara dengan satu narasumber (Tanjung & 

Devi, 2013). Pada penelitian ini sumber data yang diperoleh melalui hasil wawancara 

dengan salah satu staff Account Officer konsumer Bank BJB syariah cabang Bogor. 

Teknik Analisis Data  

Teknik analisis yang digunakan adalah : 1). Wawancara adalah pengumpulan 

data dengan bertanya jawab langsung kepada responden. 2). Dokumentasi merupakan 

salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi 

dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai bentuk bukti pertanggung jawaban dalam 

penelitian ini. Dokumentasi pada penelitian ini berupa foto hasil wawancara peneliti 

dengan narasumber melalui pesan dan gambaran umum mengenai Bank BJB Syariah. 

Pemeriksa Keabsahan Data  

Pemeriksa keabsahan data penelitian kualitatif meliputi: pertama Kredibilitas 

(Credibility), kedua Pengujian (Dependability), ketiga Komfirmasi (Confirmability) 

Prosedur Analisis Data 

penelitian ini menggunakan Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti melalui 

hasil wawancara dan dokumentasi berupa data nasabah yang menggunakan akad 

murabahah bil wakalah, kemudian reduksi data Setelah semua data dikumpulkan pada 

tahap sebelumnya, langkah selanjutnya peneliti akan mereduksi data yang telah 

dikumpulkan dengan cara menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan, setelah itu 

melakukan penyajian data sehingga peneliti dapat mendeskripsikan hasil penelitian 

yang telah di kumpulkan agar mudah dipahami dengan baik dan dapat ditarik 

kesimpulannya, dan yang terakhir kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam 

penelitian ini. Setelah melakukan penyajian data dari data yang dikumpulkan 

sebelumnya, data kemudian di analisis untuk nantinya dapat ditarik kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penggunaan hybrid contract saat ini pada setiap lembaga keuangan khususnya 

di perbankan syariah sangat berperan penting. Penggunaan multi akad dinilai lebih 

fleksibel dan efisien mengikuti kemajuan pembiayaan modernisasi yang membutuhkan 

lebih dari satu akad dalam satu transaksi. Akad hybrid contract di Bank BJB Syariah 

yang sering digunakan adalah murabahah bil wakalah. Pembiayaan konsumtif dengan 
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menggunakan akad wakalah dinilai lebih mudah karena bank dapat mewakilkan 

pembelian barang kepada nasabah untuk dibelikan barang yang dibutuhkan nasabah. 

Berdasakan hasil temuan penelitian yang dilakukan peneliti di Bank BJB Syariah 

Cabang Bogor, pada implementasi akad hybrid contract  murabahah bil wakalah di Bank 

BJB Syariah Cabang Bogor  akad pertama yang digunakan yaitu akad wakalah setelah itu 

akad murabahah walaupun Bank BJB Syariah belum memiliki barang yang dibutuhkan 

oleh nasabah akan tetapi Bank BJB Syariah memiliki dana untuk pembelian barang yang 

dibutuhkan nasabah sesuai dengan kesepakatan jual beli murabahah tentang barang 

atau objek yang telah disepakati. Kemudian pembelian barang oleh bank diwakilkan 

kepada nasabah menggunakan akad wakalah. Setelah nasabah membeli barang yang 

dibutuhkan Bank BJB Syariah meminta riwayat bukti penggunaan dana (kwitansi) 

untuk disesuaikan dengan RAB pada saat  perjanjian kesepakatan akad murabahah. 

Berdasarkan dengan teori yang merujuk kepada Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-

MUI/IV/2000, tentang akad murabahah pada ketetapan pertama ayat kesembilan 

menyatakan bahwa: “Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang 

secara prinsip menjadi milik Bank (Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000). Dapat 

diartikan bahwa akad wakalah yang diterapkan oleh bank kepada nasabah harus 

dilakukan ketika barang yang diperjual belikan secara prinsip menjadi milik bank. 

Setelah bank memiliki barang tersebut maka akad wakalah berakhir dilanjutkan akad 

jual beli murabahah dengan menjelaskan harga pokok barang ditambah margin 

keuntungan pada awal kesepakatan perjanjian akad. 

Jika dilihat dari pelaksanaan pembiayaan murabahah bil wakalah pada Bank BJB 

Syariah Cabang Bogor sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang murabahah karena Bank BJB Syariah mendahulukan akad 

wakalah kemudian dilanjutkan dengan akad jual beli murabahah. Secara syariah bank 

diperbolehkan memberi kuasa kepada nasabah melalui akad wakalah untuk bertindak 

sebagai wakil dari bank untuk membeli barang yang dibutuhkan sesuai perjanjian 

kesepakatan akad murabahah yang disetujui oleh bank.  Berdasarkan fatwa DSN-MUI 

Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah pembelian yang diwakilkan oleh pihak 

nasabah maka nasabah harus menyerahkan bukti pembelian atau kwitansi barang atau 

jasa yang dibeli oleh nasabah kepada pihak bank. Dalam implementasi di Bank BJB 

Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI  Nomor : 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

wakalah karena Bank BJB Syariah meminta bukti pembeliaan atau kwitansi kepada 

nasabah untuk disesuaikan dengan RAB yang telah disepakati dengan bank.  

Setiap produk pembiayaan bank pasti terdapat kelebihan dan kekurangan. Pada 

Bank BJB Syariah Cabang Bogor peran akad murabahah bil wakalah sangat penting 
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karena memiliki banyak kelebihan seperti memudahkan bank dalam proses 

pembiayaan, lebih fleksibel dalam kebutuhan pembiayaan saat ini yang membutuhkan 

dua akad dalam satu transaksi. Sedangkan kelemahan yang sering terjadi pada akad 

murabahah bil wakalah di Bank BJB Syariah Cabang Bogor adalah sering terjadi 

penyalahgunaan dana oleh nasabah seperti pembeliaan barang yang tidak sesuai 

dengan RAB yang telah disepakati oleh bank dan nasabah 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis implementasi akad hybrid contract pada murabahah 

bil wakalah di Bank BJB Syariah Cabang Bogor maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Implementasi akad hybrid contract pada murabahah bil wakalah di Bank BJB 

Syariah Cabang Bogor ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 

tentang murabahah bait pertama point kesembilan yang menjelaskan bahwa “Jika 

bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, 

akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi 

milik Bank”. Dalam implementasinya Bank BJB Syariah Cabang Bogor melalui 

pembiayaan konsumtif menggunakan akad murabahah bil wakalah sudah sesuai 

dengan Fatwa DSN-MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000. Karena akad pertama yang 

digunakan Bank BJB Syariah Cabang Bogor adalah akad wakalah, setelah akad 

wakalah berakhir kemudian dilanjutkan dengan akad jual beli murabahah. 

2. Kelebihan dan kekurangan dalam pembiayaan murabahah bil wakalah di Bank BJB 

Syariah, kelebihan pembiayaan murabahah bil wakalah yaitu memudahkan bank 

dalam proses pembiayaan, lebih fleksibel dalam kebutuhan pembiayaan saat ini 

yang membutuhkan dua akad dalam satu transaksi dan lebih minim resiko. 

Sedangkan kelemahan yang sering terjadi pada akad murabahah bil wakalah di 

Bank BJB Syariah Cabang Bogor adalah sering terjadi penyalahgunaan dana oleh 

nasabah seperti pembeliaan barang yang tidak sesuai dengan RAB yang telah 

disepakati oleh bank dan nasabah. 
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